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PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN RUTIN

DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan tugas
pengawasan dan pemeriksaan rutin oleh pengawas
internal Kepolisian Negara Republik Indonesia,
diperlukan alat kontrol terhadap kinerja dan aktivitas
satuan kerja sesuai tugas pokok dan rencana kerja
yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan
organisasi;

b. bahwa untuk mencapai tujuan organisasi diperlukan
sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan
Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui fungsi
pengawasan dan pemeriksaan, yang dilaksanakan
secara rutin oleh inspektorat pengawasan Kepolisian
Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia tentang Pengawasan dan
Pemeriksaan Rutin di Lingkungan Kepolisian Negara
Republik Indonesia;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4168);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara
Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
RUTIN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri
adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah
proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan
secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh anggota untuk
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi
melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan.

3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Polri yang
selanjutnya disingkat SPIP Polri adalah Sistem Pengendalian Intern
yang diselenggarakan secara menyeluruh pada satuan kerja (satker) di
lingkungan Markas Besar Polri dan kewilayahan.

4. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan Wasrik, reviu,
evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka
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memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah
dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara
efektif dan efisien untuk kepentingan Polri.

5. Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam institusi Polri yang
mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.

6. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian
yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Polri.

7. Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk
mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan
prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah
dilaksanakan secara efektif.

8. Informasi adalah data yang telah diolah dan dapat digunakan untuk
pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan
fungsi Polri.

9. Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu
kinerja SPI dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan
audit/pemeriksaan dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

10. Pengawasan dan Pemeriksaan rutin yang selanjutnya disebut Wasrik
rutin adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang
dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan
standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan,
kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan
pertanggungjawaban Kasatker/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
terhadap pelaksanaan program Polri dan keuangan negara.

11. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah
catatan (dokumentasi) yang dibuat oleh auditor mengenai bukti-bukti
yang dikumpulkan, berbagai teknik dan prosedur yang diterapkan,
serta simpulan-simpulan yang dibuat selama malakukan
audit/pemeriksaan.

12. Subjek Wasrik adalah aparat pengawas intern Polri yang melakukan
tugas pengawasan dan pemeriksaan pada Satker di lingkungan Polri
meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan
pengendalian di bidang operasional, sumber daya manusia, sarana
prasarana, dan anggaran keuangan.

13. Objek Wasrik yang selanjutnya disebut Obrik adalah orang atau
pejabat pada Satker di lingkungan Polri yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugas dan pengelolaan bidang operasional, sumber daya
manusia, sarana prasarana, dan anggaran keuangan.

14. Bukti Wasrik adalah semua media informasi yang digunakan oleh
pemeriksa untuk mendukung argumentasi, pendapat atau
kesimpulan dan rekomendasi dalam meyakinkan tingkat kesesuaian
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antara kondisi/informasi kuantitatif dengan kriteria, syarat relevan,
kompeten, cukup material dan serba guna.

15. Dokumen sumber adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang
berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara,
baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam
bentuk/corak apapun sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan
data pelaksanaan pengawasan pemeriksaan.

16. Tabulasi temuan adalah hasil pemeriksaan dan pengawasan umum
yang dilakukan oleh Pemeriksa yang memuat data, catatan tentang
kekurangan, hambatan, kesalahan, kekeliruan dengan dilengkapi
rekomendasi/saran tindak lanjut perbaikannya.

17. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil
pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau satuan
kerja yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau
perbaikan.

18. Pernyataan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat PHP adalah
penyampaian hasil pemeriksaan secara tertulis kepada
Kasatwil/Kasatker atas hasil pokok-pokok temuan pemeriksaan yang
memuat temuan yang bersifat positif serta temuan yang perlu segera
ditindaklanjuti pada saat penyampaian taklimat akhir kegiatan
Wasrik.

19. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah
laporan tertulis yang dibuat oleh subjek Wasrik atas pelaksanaan
pengawasan dan pemeriksaan yang memuat pokok–pokok temuan
serta rekomendasi perbaikan kepada obrik untuk ditindaklanjuti.

20. Laporan khusus Wasrik, adalah laporan tertulis yang dibuat oleh
subjek Wasrik atas hasil temuan pengawasan pemeriksaan yang
sangat khusus dari data LHP yang dilaporkan kepada pimpinan.

Pasal 2

Tujuan peraturan ini:

a. terselenggaranya kegiatan Wasrik rutin secara efektif, efisien, dan
ekonomis;

b. terwujudnya SPI dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan di lingkungan Polri dalam pengelolaan bidang operasional,
sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran keuangan;
dan

c. meningkatnya produktivitas dan kinerja Satker di lingkungan Polri.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini:

a. legalitas, yaitu Wasrik rutin oleh inspektorat pengawasan Polri
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
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b. prosedural, yaitu Wasrik rutin dilaksanakan sesuai mekanisme, tata
cara dan ketentuan yang ditetapkan;

c. profesional, yaitu petugas pelaksana Wasrik rutin memiliki
kemampuan sebagai auditor, serta kompetensi auditing;

d. legitimasi, yaitu proses dan hasil Wasrik rutin mendapat pernyataan
pengakuan atau pengesahan dari objek Wasrik berdasarkan kriteria
temuan;

e. akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
Wasrik rutin harus dapat dipertanggungjawabkan kepada institusi
Polri;

f. transparan, yaitu Wasrik rutin harus dilaksanakan secara terprogram,
jelas, dan terbuka;

g. objektivitas, yaitu pelaksanaan Wasrik rutin berdasarkan fakta dan
kriteria temuan yang ada, bukan persepsi atau analisa sendiri dari
auditor; dan

h. independen, yaitu petugas pelaksana Wasrik rutin bersifat mandiri,
dan tidak terpengaruh oleh pihak lain.

BAB II

SUBJEK WASRIK

Bagian Kesatu

Subjek

Pasal 4

(1) Subjek Wasrik terdiri dari:

a. pejabat pada Itwasum Polri; dan

b. pejabat pada Itwasda.

(2) Pejabat pada Itwasum Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, meliputi:

a. Inspektur Bidang (Irbid);

b. Auditor; dan

c. pejabat atau staf yang ditunjuk oleh Irwasum Polri sesuai dengan
surat perintah Kapolri.

(3) Pejabat pada Itwasda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
meliputi:

a. Irbid;

b. Auditor;
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